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ABSTRAK

Pelaksanaan good governance merupakan salah satu agenda vang harus dicapai oleh
Pemerintah Indonesia. Good govermance diterapkan di daerah mengacu kepada UTI Nomaor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Salah satu aspek  vang harus ditinjau i
calam pelaksanasn good povernance adalah dalam bidang reformasi kevangan doerah
vang terkait dengan peraturan perundangan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Kegara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara! Daerah,
Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan penatavsahaan
asset, Penelitian yang dilakukan yaitu mesdeskripsikan analisis pelaksanaan akuntansi dan
penatausahaan asset pemerintah daerah. Lokus penelitian adalah di Kabu paten Tanah Datar
veitu pada Pemerintah Dacrah. Adapun latar belakang dari penelitian ini di antaranya
2dalsh Kabupaten Tanah Datar memiliki Peraturan Bupati sebagai acuan tcknis dalam
pengelolaan kevangan namun pada tahun 2008 Peraturan Bupati tersebut belum di punakan
stbagai acuan dalam penatausahaan asset akan tetapi Pemkab Tanah Datar tetap
melakukan kegiatan tersebut yang mengacu kepada Persturan Menter Dalam Negeri.
Remudian selanjutnya hasil audit BFK terhadap pengelolaan akuntansi dan penataushaan
asset Pemkab Tanah Datar Tahun 2008 dinilai disclaimer, schingga perlu untuk dianalisis
persoalan yang menjadi kendala di dalam penatausahasn asset di Pemkab Tanah Datar.
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif denpan tipe
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari aparatur Pembkab
Tanah Datar dan melalui dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan baik
karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi aset vang diundangkan melalui
peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidsk mempunyai standar
vang baku untuk menecatat dan melaporkan proses rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan
penyusutan terhadap aset tetap. Kemudian pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan aset
di kabupaten tanah dater terkendala pada Keterbatasan kemampuan personil yvang
melaksanakan proses akuntansi dan penatausahsan aset sehingga dalam pelaksanaannya
belum mengikuti peraturan yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan
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BAB 1

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh
s=oarih masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia
—emiliki kewajiban untuk secara terus-menerys berpartisipasi dalom mewujudkan
ccpemerintahan yang baik (good govermance). World Bank dalam Mardizsmo
~004:18)  mendefenisikan  Good  governance sebagai  suatu  penyelenpparan
=anzjemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran
s=ah plokasi dana investasi, penccgahan korupsi  baik  secara politik  dan
soministratif. Kepemerintzhan yang baik setidaknya ditendai dengan tiga clemen
FEL tansparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibanpgun atas dasar
teochasan memperoleh  informasi,  Partisipasi  maksudnya mengikutsertakan
eterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun
222k langsung melalui lembaga perwakilan vang dapat menyalurkan aspirasinya,
secangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap

sctivitas vang dilakukan,

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan  paradigma
se—eninizhan yang mendasar dari sistem  lama yang scrba sentralistis, dimana

semerinian pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan, Paradigma bary tersebut



TmEnuniut sustu sistem yang mampu mengurangi kelergantunpan dan balhkan
menghilangkan ketergantungen pemerintab daerah kepada pemerintah pusat, serla
sz memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional
maupun intemasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah
memberikan  otonomi  kepada  daerah  seluas-lussnya  yang bertujuan  untuk
memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tanpgganva sendin agar
serdaya guna dan berhasil guna  dalam penyelenggaraan  pemerinlzhan  dan
sembangunan serta dalam rangka pelavanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan
oionomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otanomi seluas-luasnva dan
secars proparsional kepada dasrah yang diwujudkan dengan adanya pengatluran,
pembagian dan pemanfaatan sumber days nasional vang berkeadilan serta adanva

erimbangan kewangan antara pusat dan dacrah.

Untuk mewujudkan good govermance terschut dalam kaitannya dengan
relaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan
~=ran dan reformasi kevangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan
=engan pengelolaan kevangan daerah yaitu Undang-Undang Momer 22 Tabun 1999
=ntang Pemerintahan Daersh yang direvisi menjadi Undang-Undang Womor 32
T=hun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Kevangan
&iara Pemerintah Pusal dan Daerah vang direvisi menjadi Undang-Lindang Nomaor
=2 tahun 2004, Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara
=z menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangsn negara schagal

w2 untuk mewajudkan good governance yaile Undang-Undang Nomor 17 Tahun
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Tanah Datar
menurut Perda No, | Tahun 2000 icntang Pembentukan dan Susunan Orpranizasi
Sckretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Tanah Datar.
Sclanjutya dengan berlakunya Perds No. 7 Tahun 2008 tentung  Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka pelaksanasn pengelolaan
harang milik daerah dialihkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kevangan dan

Assel (DPPEA).

Terkait dengan pelaksanaan akuntansi asct di Kabupaten Tanah Datar tahun
2008, pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum teelaksans dengan
baik karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi aset vang diundangkan
melalui peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatsn dan pelaporan tidak
mempunyai standar yang baku untuk mencatat dan melaporken proses rehabilitasi,

perubahan klasifikasi dan penyvusutan terhadap ssct tetap.

Penerimaan Aset di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan setelah Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) diperiksa dan ditandatangani oleb Panitiza Pemeriksa
Barang dan pibak terkait sesuai dengan isi dokumen terschut. Tetapi masih ada

masalah dalam pelaksanaan penerimanan aset pada tahun 2008 karens sampai saal ini
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